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KEPUTUS${ KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 32lKpts/KPU-Kab -m2.329 512 nOrc

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAI\ PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIIIAN BUPATI DAI\ WAKIL BUPATI WONOGIRI

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEI'IILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI'

Menimbang " L.

.r

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 130 ayat (4)' pasal 132 ayat

(4), dan pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Perahrran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati' dan Walikota

Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

UmumNomor5Tahun2015tentangSosialisasidanPartisipasi
Masyarakar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemrn' Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan p€rtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Djawaiengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);Mengingat
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Undang - iJndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah dalarn Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran

Negan Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 201. 1 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahrur 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembarem Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61'

Tambaban Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4846);

Undang"IJndang lllomor I 5 Tahun 201 1 tentang Penyelenggaftl

Pemiirhan lJnrum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101 , l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5246):

Undang-iJ1ixlg Nornor 23 'Iahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lernbararr Ncgara Tahun 2014 Nomor 244, T'arrbahela Lembaran

Negara l{eputrlik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubalr, i.erakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tenteng Perubahan Keclua Atas Undang-Urrdang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

5E. Taml:;rhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56'79);

Undang-Unriang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratulan

Pemeiintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemiliha.rr Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Leurbaran ),Jegara Tahun 20i4 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Inclonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

dengern Undang-IJndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-i jndrrng Nomor i Tahun 2015 tentang Penetapan Peraluran

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ' I
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, tsupati dan Walikota rnenjadi

Undang-Undalg (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara R cprrblik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturarr Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang I{ibah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 5'

Tambaharr Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraltuart Menteri Dalam Negeri Nomor 44 I'ahun 2015 tentang

Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur'

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4.

5.

7.
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10. Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 05 Talun 2008 tentang

Tata Kerja Kornisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Penilihan

Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nornor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Kornisi Pemilihan Umum Kebupatory'Kotai

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Suswran Organisasi dan Tata Kerja Sekretaliat Jendral Komisi

Pemilihan Urnum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Seketariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana

teiah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peratuan Komisi Pemilihan

Umum Nornor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Seketariat Komisi

Pemiliharr Umum Provinsi. dan Sekrekriat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/I(ota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyeienggaraan Pemilihan Gubemur

dan Wakii Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dar/atau Walikota dan

Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

ProvirisiA(omisi Independen Pernilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan

Umum,iKomisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota'

Pembentukan Dan Tata Kerja Fanitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pernungutaii Suara Dan ('elompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalanr Penyr:lenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan

Pemjlihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati'

DanAta',r Walikota Dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Koinisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahu 2015 tentang

Sosialisasi clan Partisipasi lvlasyarakat dalam Pemilihan Gubemw dan

Wakil Gubernur', Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakii Wulikotal

15. Kepr.rtrrsan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

10,&pts/T<PU-Kab-012.32951212015 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelerrggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri

Tahun 20151

16. Kepuhrsan I(omisi Pemilihan Unrum Kabupaten Wonogiri Nomor:

12lKptsli?U-Kab'012.32951212015 tentang Pedoman Teknis Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Serta

Pemberrtukan Dan 'Iata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pernunguta:'r Suzu4 Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dala:n Penl'elenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

Tatlun 2015.

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilih Umum Kabupaten Wonogiri tanggal

30 Mei 2015 .

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

WONOGIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN2OI5.

Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015,

sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 30 Mei 2015

UMUM
WONOGIRI

NAWIR
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 32lKpts/KPU-Kab-0 I 2 .3295121201 5

TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
woNocIRI TAHLTN 2015

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAI\[ PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAI\ WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHI]N 2OT5

BAB I
PENDAHULUAI\I

;..

A. PENDAIIULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan dan

Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaftnn Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 kepada masyarakat, sehingga diperlukan

Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Wonogiri Tatrun 2015, sehingga menjadi panduan bagi Penyelenggara

Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi

dan partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 dalam membangun kehidupan

demokrasi lokal di Kabupaten Wonogiri.

2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, progftlm,

. 
jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis

dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam

setiap tahapanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

2015.
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PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya

disebut secara berulang-uizurg, oleh karena itu, untuk Inepermudah pemahamannya, maka

akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan wakii Bupati wonogiri, selanjutnya disebut Pemilihan,

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonogiri untuk

memilih Bupati dan wakil Bupati wonogiri secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan tlmuin, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

penyelenggara Peinilihan lJrnum yang bersifat nasional, tetap, cian mandiri

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan umum dan

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggalaan Pemilihan befdasarkan

ketentuan yang diatur dal:'lrr Undang-Undang'

J.

+.

Komisi Pemilihan unum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi

adalah lembaga penyelengl3ata pemilihan umum sebagaimana dirnaksud dalam

undang-undang perlyelenilgara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Penriiihan Gubemur dan Wakil Gubemur berdasarkan Ketentuan

yang diatur dalam unda::1;-urrdang Pemilihan'

Komisi Pemilihan tjnrrun Kabupaten wonogiri, selanjutnya disebut KPU

Kabupaten, adalah. Ie,mbaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud

clalanr undang-undarg penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakalrPemilihanBupatidanWakilBupatiberdasarkanKetentuanyang
diatur dalam undang-u'rd ang Pcrniiihau'

Panitia Pemilihan Kecamalan, seianjutnya disingkat PPK' adalah panitia yang

dibentuk oleh KPLI Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat

Kecarnatan.

Panitia Pemungutan Suara, sclanjutnya disingkat PPS' adalah panitia yang dibentuk

oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa

/Kelurahan.

Badan Pengawas Pernllihtur Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berhrgas mengawasi penyelenggaraan

pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan RePublik y::::tl
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatul mengeqar

p"ny-"l"ngg*u pemilihan unlum yang dibcrikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang Pemilihan'

BadanPengawasPemiliharrUmumProvinsiJawaTengah,selanjutnyadisebut
Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bernrgas

mengawasi penyelenggaraan pimilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan ,.ugn J* wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur cian Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

untlang-undang Pemilihan'

'1.
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9.

10.

ll.

t2.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

a
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Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut Panwas

Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Panitia Pengawas Pemilihan Keoamatan, selanjutrnya disebut Panwas Kecamatan,

adalatr panitia yang dibentuk oieh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk

mengawasi penyelenggaraan Pernilihan di wilayah Kecamatan.

Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas

yang dibenhrk oleh Panwas Kecafiratan untuk mengawasi penyelengga,raalt

Pemilihan di desa atau kelurahan.

Pasangan Calon ada.lah. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang telah

memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Pemilih adalah penduduk Kabupaten Wonogiri yang berusia paling rendah 17

(lujuh belas) tahun atar.r sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

Infornasi Pemilihan atialah informasi mengenai sistem, tata can. teknis, dan hasil

penyelenggararur Pemiiih an.

Sosialisasi Penyelenggaraarl Pernilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan,

adalah proses penyarirpaian informasi tentang tahapan dan proglam

penyelenggaraflt Pernil ihan.

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam

penyelengg at aan Pern ilihan.

Fendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada

peniilih untuk meniugl.alkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih

tentang Pemilihan.

Pemarrtauan Pemilihan arJalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau

pelaksanaan Pemilihan.

Pemantau Pemilihan Daiun Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar

di Penrerintah ya$g rnenclaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU

Kabupaten untuk rnelakrikan pemantauan Pemilihan.

Pemantau Pemilihan Asing ad.alah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan

telah memperoleh akreditasi dari KPIJ untuk melaksanakan Pemantauan Pemilihan.

Alaeditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten Wonogiri kepada Pemantau Pemilihan yang telab memenuhi persyaratan

yang ditetapkan oleh KPLI bagi Pemantau Pernilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten Wonogiri tragi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan infonnasi/pendapat

masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku

Pemilih atau hal lain terkait Pernilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

Penghitungan Cepat irasitr Pemiiitran adalah kegiatan penghitungan suara secara

cepat dengan mengguiakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi

tertentu.

Dewan Etik adalah iceiompok kerja yang terdiri d.ari ahli danlatau pihak yang

ditetapkan oleh KJU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan

Penghitungan Cepat.

22.

23.

24.
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25. Hui adalah hari kalender:.

C. PRINSIP PEI\IYELENG{.;ARA PEMILIHAF{

Dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Fenyelenggara

Pemilihan berpedornan pada asas:

1. mandiri;

2. jujur;

3. adii;

4. kepastian hokum;

5. tertib;

6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;

8. proporsional;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;

11. efisiensi;

12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas'

DASARHUKUM

Dalam penyusunau K-eputusan ini, KPU Kabupaten berpedoman pada :

l.Undang-UndangNontorl0.|ahturlg50tentangPembentukanProvinsiDjawa
Tengah $Iimpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undarrg-UndangNornor13Tahunlg50tenlangPembentukanDaerah.Daerah
daiam Lingkungan Ptopinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 42);

3.Uudang-UndangNornr,r2'Iahrrn2008tentangPartaiPolitik(l'embaranNegara
RepubliklndonesiaT.ahurr2008Nomor2,Tamba]rarrLembaranNegaraRepublik
lndonesia Nomor 48lil J :;ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun20lltentangPe|uba}ianAtasUndang.UndangNomor2Tahun2008tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8'

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Itepublik brdonesia Tahun 2008 Nomor 61' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoncsi:r Nomor 4846);

5. Undang-lJndang Nomor 15 T'ahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Urnum

Cl-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101' Tambahan

Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5246);

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahur 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 201.i lrl,lnor 244, Tambahan Lembznan l'legara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagainiana telah beberapa kali diubah, terakhir de,ngan Undang-

Undang Nomor 9 Te,h,-rn 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 terilang Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)'

7. Undaag-Undang Nornor i ]'ahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Ponggan Undang.Undang Notno! I Tahun 2014 tontu8 Pomilihan Gubomrl,

Bupati dan walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahtur 2014

Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah ciubatr <lengan Llndang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas undani;-Undalg Nomor I Tahun 201 5 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Penrilihan Gubemur, Bupati dan walikota menjadi undang-

undang (Lembamn Ncgara ',rahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nornor 5(r78);

8. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (I-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5272);

g.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor44Tahun2015tentangPengelolaanDana

KegiatanPemilihanGubemurdanWakilGubem.ur,BupatidanWakilBupatiserta
Watikota dan Wakil Waiikota;

l0.PeraturanKomisiPenrilil-ranUmumNomor05Tahun200stentangTataKerja
KomisiPemilihanUmrrrri,KomisiPemilihanUnrumProvinsi,darrKomisiPemilihan
UmumK.abupaten4K-otasebagaimanatelahbeberapakalidiubah'terakhirdengan
Peraturan Komisi l'emilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturanl(omisiPemilihanUmumNomor05Tahurr200stentangTataKerja
KomisiPemilihantJmutn,KomisiPemilihanUmumProvinsidanKomisiPemilihart
Umum KabuPaten/I'.ok;

1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

organisasidanTataKerjaSeketariatJendralKomisiPemilihanUmum,Sekretariat
KomisiPemilihanUmumProvinsi,danSekretariatKomisiPemiliharrUmum
Kabupaten/KotasehagaimanatelahcliubahdenganPeraturanKomisiPemilihan
UmumNomor22Tahun200stentangPerubahanAtaSPoraturanKomisiPernilihan
UmrunNomor06'Iahun200stentangSusrrnanorgarrisasidanTataKerja
SekretariatJendra]KomisiPernilihanUmum,sekretariatKomisiPemilihanUmum
Provin-si'danSekretariatKomisiPemilihanUrnumKabupaten/Kota.

12.FeraturanKomisiPenrilihanUmumNom<rr2Tahun2015tentangTahapan,Program
dan Jadwal Penyelenggaraarr Pemilihan Gubenrur dan Wakil Gubemur' Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota'
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Perafuran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Kornisi Pemilihan Urnum Provinsi/I(omisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Penrilihan Umum/l(omisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan I(elornpok Penyelenggara Pemungutan Suata dalam Penyelenggax&ul

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihal lJmum Nomor 5 Tahun 2015 tcntang Sosialisasi dan

Partisipasi Ma.syarakat dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil tsupati, dan/atav Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusm Kornisi Ft:ndlihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 104$ts/IGU-

Kab1A12.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Penrilihan Bupati dtrn \J/akil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Keputusan Komisi Penrilihan lJmum Kabupaten Wonogiri Nomor l2llQts,KPU-

Kab-012.329512DA15 tentlng Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri sertia Pernbentukan dan Tata Kerja Fanitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pomnnguran Suara, dan Kelornpok Penyelenggara Pemrmgutan

Suara dalam Penyeler:.ggaraiul Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

TUJUAII SOSIALISASI

Tujuan Sosialisasi Pemilitriur dari Partisipasi Masyarakat adalah :

1. menyebarluaskan infbrnrasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;

2. meningkatkan pengetalruan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan

kewajiban dalam Peniilihan, dan

3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

KEWAJIBAN PENITLENGGAR,A PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten wajib melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik

bagi pemilih;

2. PPK dan PPS wajib melaksanalian Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyaraliat.

BAB II
SCISI^A.LISASI PEMILITIAN

A. SASAR.Ai\ SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, rneliputi komponen:

masyarakat umun;

pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;

tokolr masyarakat dem/atau pengernuk a ada[

13.

t4.

15.

16.

E.

F.

a.

b.

c.
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d. kelompok media rnassa;

e. partai politik;

f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalarn Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;

g. organisasikemasyarakatan;

h. organisasi keagamaan;

i. kelompok adat

j. instansi pemerintah; dan/atau

k. pemilih dengan kebututran khusus.

Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka t huruf k,

mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil,

penghuni lembaga pennasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja

tambang lepas pantai. perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan'

Dalarn mencapai seluruh kelornpok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dan angka 2, tr.PU Kabupaten dibantu oleh PPK PPS dan Partisipasi

Masyarakat.

4. KpU Kabupaten melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi

pemilih.

5. ppK dan pps melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan

tugas dan trreu'enangnyil kepada masyarakat'

B. MATERI SOSIALISASI I'EMILIHAI\

1. Materi Sosialisasi Pemilih.a:: mencakup:

a. seluruh tahapan, plogram clan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:

1) pemutakhiran data ptrmilih dan daftar pemilih;

2\ pencalonan dalam Pemilihan;

3) kampanye dalam Psnilihan;

4) dana kampanye peserta Femilihan;

5)pemungutan.pcn.gliitrmgan,danrekapitulasihasilpenghitungan
Pemilihan; dan

6)penetapanPasangarrCalonterpilihdalamPemilihan.

b.rtaterilainterkaitlalrapanpenyelenggaraanPemilihan.

2. Materi sosialisasi pemutakhiran data P e m i li h dan penyusunan daftar pemilih

sebagaimana dimaksud claiam angka I hwuf a angka 1), rneliputi:

a. mekanisme pemuta.khiran dan penyusrman daftar pemilih;

b. tahapan dan jaciwal pcmutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

c. peran serta masyarakat dan partai politik rjalam pemutakhiran data; dan

d. penyusunan dafurr Pemilih'

J.

sua{a
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3. Materi sosialisasi pencaloriur sobagaimana dimaksud dalam angka I huruf a angk'a2),

meliputi:

1. jadwai pencaionan Pa.sangan Calon;

2. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;

3. mekanisme verifikasi persyaratan Fasangan Calon;

4. penetapan Pa.sangan Calon;

5. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon

4. Materi sosialisasi kampan,v-e sebagaimana dimaksud dalarnangka I huruf aangka3),

meliputi:

a. ketentuan kampanye;

b. jadwal kampanye;

,. r;.r' ;-"lJ-i*tffi#.tffif*ffl*** daram angka I hurur a
' angka 4), meliputi:

a. jadwal penyampaiarr laporan dan kampanye;

b. jenis laporan dana kampanye;

c. penyusunanlaporan danakampanye;

d. audit dan hasil audit dana kampanye.

6. Materi sosialisasi pemuugutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka I hwuf a angka 5), meliputi:

a. tatac,ara pemungutan suara;

b. tata cara penghitrurgim sr.uua;

c. rekapihrlasi hasil pengbitungan sruuq

d. pengumuman hasil Pernilihan.

C. METODE SOSIALTSAST

1. Metode yang digunaLan dalarn nrenyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan
sebagaimana dima"ksud dalarn huruf B, dilakukan melalui:

_ a. komunikasi tatalt muka;

b. media massa;

c. bahan sosialisasi;

d. mobilisasi sosial;

e. pemanfaatan budayet lokaVtradisional;

f. laman KPU Kabupaten;

g. papan pengumurnan KPU K-abupaten;

h. media sosial;

i. media kreasi; dan/aiau
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j. bentuk Lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Inforrnasi

Pemilihan dengarr baik.

2. Komunikasi tatap muka. se,bagaimana dinraksud dalam angka t huruf a" dapat berupa

pertemuan dalam berrtuk :

a. diskusi;

b. seminar;

c. workshop;

d. rapat kerja;

e. pelatihan;

f. ceramah;

g. simulasi; dan/atau

h. metode tatap rnuka la.i:rnya.

3. Penyarnpaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalarn

angka t huruf b, dilakukan pada:

a. media massa cetak; darvata.u

b. medianmssa elektronik meliputi:

1) radio;

2) televisi; darr/atau

3) media dalam.laringan (online).

4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3,

dilakukan melalui:

a. tulisan;

b. gambar;

c. suzua; dan/atau

d. audiovisual.

5. Penyampaian informasi rnelalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam

angka t huruf c, terdiri atas:

a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi : '

1) brosur;

2) leaflet;

3) pamflet;

4) booklet;

5) poster;

6) folder;dan/atau

7) sticker

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :

l) spanduk;

2) banner;

3) baliho;

4) billboardlvideotron; dan/atau

5) umbul-umbul

c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

6. Media kreasi sebagaimana climaksud pada angka I hwuf i yaitu media sosiaJisasi
melalui kesenian, meliputi:

a. Keseniantradisional;

b. rnodem;

c. kontemporer;

d. seni musik;

e. seni tari:

f. seni lukis;

g. sastra; danJataa

h. seni peran.

7. Pembuataa dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dirnaksud
pada angka 1, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KpU Kabupaten.

8. KPU Kabupaten dapar bekerja. sama dengan instansi lain dalam membuat dan
menggunakan metode sosialisasi sebagimana dimaksud pada angka 6;

D. PENDIDIKAN POLITII(

1. Pendidikan Politik bagi pemiiih dapar dilakukan, meialui:

a. mobilisasi sosial;

b. pemanfaatan j ejaring sosiai;

c. media lokal atau tradisional:

d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- e. bentuk lain yang rnembuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

2: Dalam me lakukan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimala dimaksud pada
angka I, KPU Kabupnten dapat beke{a sama dengan:

a. Kelompok atau organisasi ke masyarakatan;

b. komunitasmasyarakat;

c. organisasikeagarnaan;

d. kelompok adat;

e. badan hukum;

f. lembaga pendidikan; dan/atau
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g. media massa ce t',k dan elektronik.

BAB III
PA RTI SIPASI MASYAR,{KAT

WEWENANG DAN T,{NGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggara&n Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten borwcnang:

a. mengatur ruang iingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik pada tahap penyusulan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan

evaluasi Pemilihan;

b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok
orang, badan huham, dan/atau masyarakat ada! dan

c. ntenolak atan menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

2. Wewenang sebagairnana dimaksud pada angka I diselenggarakan sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

3. Dalarn penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai
tanggrrng jawab:

a. nremberikan infcmrasi sesuai peraturanperundang-undangan;

b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/ pihak untuk
berpartisipasi daJnm Pemilihan; dan

c. mendorong Partisipasi N{asyarakat.

4. lnfbrmasi sebagaimana dirnaksud pada angka 3 huruf a mencakup informasi seluruh
tahapan penyelenggaraan Pemi liiran,

I{AK DAII KEWAJIB,/LN ruiAS}iA RAKAT
l. Dalarn penyelenggaraar partisipnsi Masyarakat, masyarakat berhak:

a. memperoleh infi.rr:rrasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan
perundang-undarrElan ;

b. menyampaikan dan menyebarluaskan inforrnasi publik terkait clengan
Pemilihan;

c. berpendapat atau nrenl'arnpaikan pikiran, lisan dan hrlisan;

d. ikut serta dalam prose:l penyusunan kebijakan atau peraturan pernilihan;

e. ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan;

f. ikut serta dalam evaluasi clan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;

g. melalnrkan konfirmer.si berdasarkan hasil pengawasan atau Pernantauan pemilihan;
dan

h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan pemilihan.
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2. Dalam penyelenggat'aan Fartisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

a. menghormati hak orang lairr;

b. bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipa^si;

c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana

dimaksud dalam BAIJ I hurirf C; dan

d. menjaga etika dal sopan sanlqn berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PART$ITASI MASYARAKAT

l. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan,

kelompok adat, baclan hukuni, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau

elektronik dapat beqpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan

ketentuan peraturan perulidang-undangan'

2. partisipasi Masyar.akat dalam Penrilihan sebagaimana dimaksud pada angk'a 1, dapat

dilalarkan dalam be ntul'":

a. keterlibatan masarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;

b. pengawasan pacia setiap tahapan Pemilihan;

c. SosialisasiFemilihan;

d. Pendidikan Politik bagi Pemilift

e. Pemantauan Pemilihan; dan

f.SurveiatauJajakPendapattentangPemilihandanPenghitunganCepatHasil
Pemilihan.

3. Partisipasi Masyarakat pada Pemiiihan sebagaimana dimaksud pada angka 2'

dilakukan dengan ketenfiran:

a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan

Calon;

b.tidakmengganggrlprosespenyelenggarantahapanFemilihan;

c. bertujuan memngkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan

d. mendorong terwujudriya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan

Pemilihan yang arnan, damai' tertib dan lancar'

4. Parrisipasi Masyarakat sebagaimarra dimaksud pada angka 2' dapat dilalarkan oleh

perseorangan, organisi;tl;i atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan

sesuai peraturan perundang-undangan'

D.KETERLIBAI|ANMASYTTRAKATDALAMPENYEI,ENGGARAAN
PEMILI}IAN

1. Keterlibatan masyarakal dalam penyelenggaraan Pemiliban sebagaimana dimaksud

pada Hunrf'C angka 2 hunrf a' terdiri atas:

a.keterlibatandalampeflyusunankebijakanatauperaturan;

b. keterlibatan dalani tahapan Fernilihan; dan/atau
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c. keterlibatan dalarn evaluasi penyelenggaraarr Pemilihan.

2. Keterlibatan masyarakat dalan penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana

dimaksud dalam angka t huruf 4 dapat berupa:

a. mela}arkan identitrkasi dan rnemberikan masukan terhadap kebutuhan hukum

yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan

dibentuk;

b. mendorong pejab^t yffig;berwenang mernbentuk perafuran perundang-undangan

untuk segera menetapkan dan mengesahkan perafiuan perundang- undangan;

c. melakukan penelitian terhadap perkernbangan kebutuhan hukum yang sesuai

dengan kebijakan aiau perahrzur perundang-undangan yang akan dibentuk;

d. memberikan banruan keahlian dalam penyusunan naskatr akademik dan/atau

rancangan peratwan perundang-undangan;

e. mengikuti persidarngan pembahasan penlusunan kebijakan atau peraturan

yang dinyatakan terbuka untuk umum;

f. menyebarluaskan kebiiakan atau peraturan perundang-undangan;

g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanarm kebijakan dan peraturan

perundang-undiurgan;

h. memberikan pendarnpingan hukum atau bantuan hukum;

i. mengajukan keberalan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan

perundang-undang an ; dari/atau

j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau

peraturan perundar:g-undur,gan.

3. Keterlibatan masyara"[iat da]am ta^trapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalarn

angka I htruf b, dapat benrpa mengikuti seluruh progftrm yang terdapat dalam

tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3,dapatberupa:

a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;

b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan;
dan/atau

c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

5. Keterlibatan ma^syarakat daiam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam angka t huruf c, dapat berupa:

a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau

b. memberikan masukan atau pendapat penyempurn&m penyelenggaraaf,L

Pemilihan sesuai deusan hasil evaluasi.
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E. SOSIALISASIPEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf c, dilakukan

dengan tujuan:

a. menyebarluaskan informasi tahapan,jadwal d an programPemilihan;

b. meningkatkan pengetatruan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang

Pemilihan; dan

c. meningkatkan partisipasi Pemilih.

2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan,

kelompok adat, badan hukurn, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau

elektronik dapat melaksaurakan Sosialisasi Pemilihan.

3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pernilihan sebagimana dimaksud pada angka 2 setiap

warga negara, keiompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan"

kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media

A 
lru$sa cetak atau elektronik dapat bekerja sarna dengan KPU Kabupaten.

F. PENDIDII'AI\ POLITIK [}AGI PEMILIH

1- Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dinraksud padahunrf C angka2huruf
d, dilakukan dengan fujuan:

a. membangunpengetairuan politik;

b. menumbuhkan kesa,Jaran politik; dan

c. meningkatkan partisipasi p,oiitik.

2. Setiap warga negara, keiompok, organisasi kernasyarakatan, organisasi keagamrum,
kelompok adat, badan hukun, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau
elektronik dapat melaksmakon Pendidikan Politik bagi pem.ilih.

3. Dalam melaksanakan Pe;n<Jiciikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada
angka 2 setiap wa"rga negara, kelompok, organisasi kemasyaral<atan, organisasi
keagamaan, kelompok adaL badan hukum, lembaga pendidikan dan media m.Nsa
cetark atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.

G. PEMANTAUAN PEPIILII{AN

- l' Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2 huruf e, dapat
dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan pemantau pemilihan
Asing.

2'Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka l, wajib memenuhi
persyaratan, sebagai berihtt:

a. bersifatindependen;

b. mempunyai sumberctanayang jelas; dan

c' terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan
cakupan wilayah pem antauannya.
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3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud paAa angka 2,

Pemantau Pemilihan Asing wajib mcmenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a. mempulyai kc,mpetensi dal pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara

lain yang dibuktikan dengan surat pernyata:ur dari organisasi Pernantau yang

bersanglutan atrau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pemah

melakukan pemantawrn;

b. memperoleh visa uuluk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri; dan

c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangall.

4. Pemantau Pernilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib melapor dan

mendaftar ke KPU atas iekomendasi Kementerian Luar Negeri.

5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka I wajib

rnendaftar kepada KPIJ Ifubupaten untuk mendapatkan Akreditasi.

6. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka I wajib mendaftar

pada KPU untuk mendapatkan akeditasi dengan mengisi formulir yang dapat

diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik lndonesia di

negara asal pemanta u

7. Pendaftaran sebagairnana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai

dengan tahapan dan iadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten

Wonogiri tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil BuPati Worrogiri.

8. Penda.ftaran sebagaitnana dimaksud pada angka 5 dan 6, dilakukan dengan mengisi

formulir pendaftaral clan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

a. profil organisasi lembaga penrantau;

b. nama dan jumlah. anggota pemantau;

c. alokasi alggota Pcilantau Pemilihan masing-masing di Kabupaten dan

Kecamatan;

d. rencana, jadwal l,:egiatan Pemantauan Pemilihan dan daerahyaug ingin

dipantau;

e. ftura, alama! dan pekcrjaan pengurus lembaga Pemantau Penilihanl

f. pas foto terbaru pengurus iembaga Pemantau Pemilihan;

g' suat pernyataali ntettgenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua

lembaga Pemarrtatr Pemilihan;

h. surat pemyauran mengcnai independensi lembaga pemantauan yang di

tandatangani oleh kefua lembaga Pemantauan Pemilihan;

i.suratpemyataanataupengalamandibidangpemantawndariorganisasipemantau
yangbersarrgkutalratau<iaripemeriniahnegaralaintempatyalgbersangkutan

pemah melakukan pemantBuan bagi Pemantau Pemilihan Asing'
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9. Penambahan nama, junlah clan alokasi anggota pemantau serca penambalmn daerab

yang akan dipantau sebagaimiura dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, danL hwuf
d, dilaporkan kepada pemberi akreditasi.

10. KPU, KPU Provinsi dan F^-P[J K.abupaten melakukan penelitan administrasi terhadap

kelengkapaa persyaratan sebagajmaua dimaksud pada angka 8.

11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka l0 KPU, KPU

Provirsi dan KPU Kabupaten dapat membentuk panitia akreditasi.

12. KPU Kabupaten memberike& p€rsetujuan kepada Peman@u Pemilihan Ddam Negai
yang memenuhi perslaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

angka 10, dengan memL,erikan Akredita.si kepada Lembaga Pemantauan Pemilihan

Dalam Negeri.

13. KPU rne.mberikan perserujuan kepada Pemantau Pemilihan Asilg yang memenuhi

persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10,

dengan memberikan A-kreditasi kepada Pemantau Pemilihaa Asing.

14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13

berlaku sejak diterbitkarurya sertitikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan

Pasangan Calon terpilih apabila pemanta:an diajukan untuk selwuh talnpan

Pemilihan.

15. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13

berlaku sejak diterbitkamrya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efel:tif mulai

tahapan tertentu, apabiia pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan-

16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi

sebagaimana dimaksud pacla angka 13, kepada KPU Kabupaten tempat dilakukannya

pemantauan.

17 . Tila Cara pendaftaran darl pemberian Aheditasi sebagiamana dimaksud pada angka

5 sampai dengan angka 16, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU

Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk

Pemantau Pemilihan Asing.

18. Pemantau Pemilihan Dalam. Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi

persyaratan kelengkaptLD admjnistrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 diberi

tanda terdaftar sebagai iembaga Pemantauan Pernilihan serta mendapatkan sertifikat

akreditasi dari:

a. KPU Kabupaten untuk Penantau Pemilihan Dalam Negeri;

b. I(PU untuk Pemantau Pernili'han Asing.

19. Pemantarr Pemiliha Dalam Negeri dan Pemantau Pernilihan Asing yang tidak

memenulrikelengkallanpersyaratanadnrinistrasisebagaimanadimaksudpadaangka

8 dinyatakan tidak ter:akrcditasi dan dilarang melakukan Pernantauan Pemilihan.

20.KPUdanKPUKabupatenrrrenyanrpaikannamadanjumlahPemantauPemilihan'
alokasi anggota pemaniau yaug akan diternpatkan ke daerah, rencana dan jadwal

kegiatan pemantauan, rian daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud

dalarnangkaShurufb,lrwufc,hurufddarrhrrrufekepadaBawasludanPanwas
Kabupaten.
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21. Sebelum melaksanalian pemantauan, Pernantau Pemilihan Dalam Negeri dan

Pernantau Pemilihan l'.sing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia setempat yang rnembawahi wilayah hukunn daerah yang dipantau.

22. Pemantau Pemilihan lfalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya

melakukan pemantauait pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana

pemantauan 1'ang 'relah diajukan kepada KPU atau KPU Kabupaten.

23. Anggota Pemantau Femilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama

melaksanakan tugas pernantarran, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantauan

Pemilihan.

24. 'llarrda pengenal Pernantzui Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri

atas:

a. tandapengenal Petnantau Pemilihan Dalam Negeri;

b. tandapengenal Pemeurtau Pemilihan Asing.

25. Kartu Tanda Pengenal Pernarrtiau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada

angka.24 huruf a diberikan oieh KPU Kabupaten.

26. Kar:tLr Tanda Penger.al Pernantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka

2,4 hwuf b diberikan oleh KFU.

21. Tanda pengenal Pernantau Pomilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23 sampai

dengan angka 26 mernuat infbrmasi tentang:

a. nama dan alanrat Pemantau Pemilihan Dalarn Negeri dan Pemantau Pemilihan

Asing yang meilrberi tugas;

b. nama anggota Pemantau Penailihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan

Asing yang t'ersangl'utan;

c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau

Pemilihan Asing yaurg bersa0gkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;

d. wilayah kedaPemantauar;

e. nomor dan tanggat Al:reditasi;

f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau

Pemilihan Asing.

28. Ketua KPU membubuhtrian tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yafg

diakreditasi oleh KPtl.

29. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda

pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.

30. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru

hra untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan

Asing.

3 l. Lembaga Pemantauan Femilihan mempunyai hak:

a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;

b. mendapatkan perlindungarr huktrm dan keamanan;
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c. rnengamati <lhn mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan

Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara

dan memantau jaizurnya proses pemungutan dan penghitungan suara;

e. mendapat akses informasi dari K P U d a n KPU Kabupaten; dan

f. menggunakan perlengkapan uirtuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan

Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

32. Lembaga Pemantauan Pernilihan wajib:

a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan
Negara Kesaruan Republik lndonesia;

b. mematuhi kocie etik Pemantau Pemilihan;

c. melaporkan diri, mengunrs proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU
dan KPU Kabupaten;

d. melaporkan diri kepada Kepoiisian Negara Republik Indonesia di wilayah
setempat sebelu::ir m elalcsanakan pemantauan;

e. menggunakan tanrla pengenal selama dalam pemantauan;

f. m.ematuhi penuintaa',r untuk rneninggalkan atau tidak memasuki daerah atau
tempat tertenttt atau ultuk meninggalkan tempat pemungutan suiua dengan
alasan keamanar:;

g' menanggung sendili sernua kriaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

h' melaporkan junri.ah dan keberadaan personil Femantau pemilihan sena renaga
pendukung adrninistraiif kepada Kpu dan KpU Kabupaten;

i' menghonnati per;rnal, kedudukan, dan wevuenang penyelenggara pemilihan serta
menunjukkan sikan hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan
kepada Pemiliir;

j. menghormati adat isriadat dau budaya setempat;

k' melaksanakan perarulya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak
berpihak;

i' membantu Pemilih dalam memmuskan pengaduan yang akan disampaikan
kepada pengaw-as l.emiliheur;

" m' menjamin akurasi da.ta dan informasi hasil pemanlauan yang dilakukan dengan
mengklarifika^si kepada KpU dan KpU Kabupaten;

n' menyampaikan iiasil pentantauan mengenai pemungutan dan penghitungan sgara
kepada KPU, Ktltl Ka.bupaten, dan pengawas penyelenggaxa pemilrtran sebelum
pengumuman hasil pemungutan suara; dan

o' menyampaikan laporan basil pemantauannya kepada KPU atau KpU Kabupaten
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil
Bupati terpilih.
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33. Lembaga Pemantauau Pernilihan diiarang:

a. melakukan kegiaian yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan

Pemilihan;

b. mempengaruhi Peurilih dalam rnenggunakan haknya untukmemilih;

c. mencampuri pclaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;

d. memihah kepada. peserta Pernilihan tertentu;

e. menggunakan seragaln, warn4 atau atribut lain yang memberikan kesan
mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

f. menerima atau mcmberjkan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau
kepada peserta Peiirilihan;

g. mencampuri der:gzut cara apapun unrsan politik dan Pemerintahan dalam
negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau
Pemilihan Asing;

h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau batran berbahaya lairinya selama
melakukan pemantauan;

i. masuk ke dalam teinpat pemungutan swra;

j. menyentuh perlengkapan/ alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara
tanpa persetujuan penyelenggara pemilihan; dan

k. melalcukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan

Pemilihan.

34. Kode etik iembaga Fernantauan Pemilihan sebagaimana dimalcsud pada an$<a 32
huruf b, meliputi:

a., non partisan dan netral;

b. tanpakekerasan;

c. msrn4firhi peranraii perundang_undangan;

d. sukarela;

e. integritas;

f. kejujuran;

g. obyektif;

h. kooperatif;

i. transparan;

j. kemandirian.

35' Lembaga Pernanfauari Penjlihan yang meleurggar kewajiban dan larangan
sebagaimarn dimaksud dalarn angka 32 dan angka 33, dicabut status dan haknya
sebagai lembaga Pemantaua.n pernilihan.

36. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Femantauan Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada angka 35, dilakul,an oleh pernberi Akreditasi.

37' Sebelum mencabut status dan haL sebagaimana climaksud pada angka 36, KpU atau
KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lenrbaga Pernantauan pernilihan.

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

-20 -

38. Pencabutan status cian hak lcrntraga Pernantauan Pemilihan sebagaimaru dimaksud

pada angka 36, ditetapkarr dengan Keputusan KPU Kabupaten rurtuk Pemantau

Pemilihan Dalam Neger"i dan KPU untuk Pemantau Femilihan Asing'

39. Dalam hal pelanggalarr dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten

melaporkan kepada KPI. j.

40. Dalam hal laporan pelanggarui sebagaimana dimaksud pada angka 39 terbukti, KPU

mencabut status dan hal' sebagai Pemantau Pemilihan Asing.

41. Menteri yang nrcnyelelrggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia

menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing

sebagaimana dimaksud pa<la angka 40, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang

menyelenggarakan ur-usr-n pernerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-

rurdangan.

42. Lembaga Pemantaual Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai

lembaga Pernantauan PenLilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan

pemilihan dan mela-kukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan

Pemilihan.

43. pelanggaran terladap icewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau

perdata yang dilakukern oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peral.uran perundang-undan gan'

H. LEMBAGA SURVBI ATAU J.{JAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN

CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 2 huntff'

2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka I meliputi:

a. survei tentang perilaku Pemililu

b. survei tentang hasil Pemiiihan;

c. survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai

Politik, parlerrer/legi slatif, pemerintah; dan/atau

d. survei tentang Pasangan Clalon'

3. Survei atau Jajak Pen<lapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakrrkan oleh

- lembagayangtelah terdaftzu di I(PU Kabupaten'

4. Pendaffaran lembaga sur.yei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil

pemilihan sebagaime.la dirnalcsud pada angka 3, dilakukan dengarr ketentuan stwei

ataujajakpendapatdanPenghitungancepatdiKPUKabupaten.

5. Lembaga pelaksana sunzei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan cepat

Hasil pemilihan sebagaimana climaksud pada angka 3, wajib mendaftar pada

KPU Kabupaten dengan mettyerahkan dokumen' berupa:

a" akte pendirianAraclan hukum lembaga;

b. susunan kepengu'ru'lran lettlbaga;
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c. surat keterangan domisili dari desalkelurahan ata.u instansi pemerintahan

setempat;

d. pas foto berwama piurpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4

(empat) lernbar;

e. surat pernyataan bahrva lernbaga survei:

1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan

peserta Perrrilihan;

2) tidak menga.rlg,gu prosss penyelenggaratm tahapan Femilihan;

3) bertujuan rneni.ngkatkan partisipasi masyarakat secara luas;

4) mendorong tenvujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan

)'ang arnan, damai, tertib, dan lancar;

5) benar-benar nrelakuii.an wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak

pendapat;

6) tidak mengubali data lapangan maupun dalam pemrosesan data;

7) menggunalian metode peneiitian itmiah; dan

8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah

responclen. tzurggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan

penghitun gan cepat hasii pemilihan.

6. Peldaftaran sebagairnana dirnak-sud pada anglca 5 dilakukan paling larnbat 30 (tiga

puluh) hari sebelum hari pernungutan suara.

7. pengumuman hasil Sun'ei alau Jajak Pendapat clan Penghitungan Cepat Hasil

pemilihal dilatcukan clongan memberitahukan strmber dana, metodologi yang

digunakan, jumlah responde.n, tanggal pelaksanaan Sur'rei, cakupan pelaksanaan

Sgrvei dan pernyataan b:rhwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi

penyelenggara Pemilihan.

8. Pelaksana Survei atau "fajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil

Pemilihan dalam rnengumumkan danlatau menyebarluaskan hasilnya wajib

memberitahukan bair'*'a hasil penghitungan cepat yang dilalcukannya bukan

merupakan hasil resnr i penyelenggara P emilihan'

g. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil

Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat

pelaksana Survei atau Jajak Peruiapat d.an pelaksana Penghiturgan Cepat Hasil

Pemilihan terdaftar paling lainbat 15 (lima belas) hari setelatr pen€iumuman hasil

Survei dan Penghitungiut Cepat Hasil Pemilihan.

10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi:

a. informasi terkait status badan hukum;

b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat

dan pelaksana Pengiritungan Cepat Hasil Pemilihan;

c. susunankepengtirusan;

d. sumber dana;

e. alat yang digrinakan;
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f metodologi yang digunakan; dan

g. hasil Survei atau.fajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

ll. Pelaksana Suvei atau iajak Pendapat dan pelaksana Penghifirngon Cepat Hasil

Pemilihan wajib menyarnpaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil

Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.

12. Pengaduan masyaratriat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan

Penghitungan Cepat Fiasil Pemilihan dapat disarnpaikan kepada KPU Kabupaten

dengan menyertakan identitas peiapor.

13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud padaangka

12 KPU Kabupaten dalrat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan

tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan

penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau

Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13, berjumlah 5 (lima) orang, yang

terdiri dari :

a. 2 (dua) orang akademisi;

b. 2 (dua) orang profesionaVaNi lembaga. Survei; dan

c. 1 (satu) orang Anggc'ta KPU Kabupaten.

15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak berasal dari

anggota dan/atau partisan Paftai Politik.

16. Deu'an Etilc sebagaimana dimaksud pada angka tr4 ditetapkan oleh KPU I(abupaten.

17. Penetapan anggota l)ewan Etik sebagaimana dirnatrisud pada angka 16 ditetapkan

dengan Keputusan l(P{J Kabupa.ten.

18. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak

Pendapat dan pelaksana. Penghitungan Cepat Hasil Pernilihan yang terbukti

melakukan pelanggaran etika.

19. Sanksi sebagaimana dirnaksud pada angka 18 dapat berbentuk pernyataan tidak

kredibel, peringatan atar"r larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat

atau Penghitungan Cepat }-Iasil Pemilihan.

20. Pelanggaran tind.rk pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Suryei atau

Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanlsi

sesuai undang-undang tentang l'ernilihan.

tsAB IV

AKSES DATA DA.I[ INFORMASI

KPU Kabupaten memberikiur akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada

pemilih.

Akses data dan informasi sebagainana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada

laman KPU Kabupaten daiarn bentuk format datayang bisa diolah.

1.

')
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi I(PU Kabupaten dan jajaran penyelenggara lainnya

berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 30 Mei 2015

PEMILIHAN UMUM
WONOGIRI
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